
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1425, 2018 KEMEN-KP. Master Plan TI.  

 

PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31/PERMEN-KP/2018 

TENTANG 

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI  

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018-2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 

dalam pembangunan kelautan dan perikanan, perlu 

menetapkan Master Plan Teknologi Informasi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022; 

  b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan tentang Master Plan Teknologi 

Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 

2018-2022; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Statistik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3683); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5073); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5490); 

  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5214); 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
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294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5603); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 8);   

  9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 5); 

  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan 

Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Nasional; 

  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1521); 

  12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 14/PERMEN-KP/2014 tentang 

Pengelolaan Aplikasi dan Penamaan Domain Sistem 

Informasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

406);  

  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.35/MEN/2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur 
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Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1208); 

  14.   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1889);     

     15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 

MASTER PLAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018-2022. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 

1. Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2018-2022 yang selanjutnya disebut MPTI 

adalah rencana jangka panjang yang di dalamnya memuat 

teknologi informasi dan proses bisnis dalam menggambarkan 

sumber daya teknologi informasi dalam rangka memberikan 

kontribusi bagi Kementerian. 

2. Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah 

teknologi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, 

jaringan komunikasi, serta teknik manajemen sumber data 

yang membantu mengumpulkan dan mengolah sumber data 
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menjadi produk informasi serta menyebarkan informasi 

tersebut ke pengguna. 

3. Unit Pengelola TI Kementerian adalah satuan kerja 

Kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TI 

kementerian. 

4. Unit Pengguna TI Kementerian adalah satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan di bidang kelautan dan perikanan. 

6. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan 

dan perikanan. 

 

Pasal 2 

(1) MPTI merupakan pedoman bagi Unit Pengelola TI 

Kementerian dalam penyusunan rencana kerja Kementerian 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam bidang teknologi 

informasi. 

(2) MPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup MPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

meliputi 

a. Analisis Kapabilitas teknologi informasi di Masa Depan, 

terdiri atas pendekatan kapabilitas dan model kapabilitas TI; 

b. Desain Arsitektur Informasi Strategis, terdiri atas ikhtisar 

arsitektur informasi dan arsitektur data; 

c. Desain Arsitektur Aplikasi, terdiri atas lanskap arsitektur 

aplikasi, deskripsi aplikasi, dan integrasi arsitektur aplikasi; 

d. Desain Arsitektur Infrastruktur TI, terdiri atas lanskap 

arsitektur infrsatruktur, arsitektur Data Center (DC) dan 

Disaster Recovery Center (DRC), arsitektur jaringan 

komunikasi, dan arsitektur keamanan; dan 

e. Roadmap Implementasi, terdiri atas strategi sumber daya, 

strategi implementasi, roadmap implementasi, pemetaan 

program kerja, dan portofolio inisiatif sistem informasi.  
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Pasal 4 

Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MPTI 

Kementrian yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja 

Kementerian terkait TI. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 September 2018  

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 10 Oktober 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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